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MONITORING DAN EVALUASI


Pada kegiatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), maka monitoring dan evaluasi mutlak diperlukan dikarenakan dengan monitoring akan diketahui perkembangan kondisi kemiskinan dan sekaligus dapat memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus–menerus. Dengan monitoring akan dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul dan dapat membuat rumusan pemecahan masalah yang timbul, serta dapat membuat laporan secara rutin dari waktu ke waktu dalam jangka waktu yang ditentukan. 

Dalam kegiatan evaluasi, maka akan dapat dikaji bagaimana relevansi, efesiensi dan efektifitas dan dampak dari suatu kebijakan penanggulangan kemiskinan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pada kegiatan monitoring dan evaluasi ini diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu.


6.1.    Prinsip Monitoring Dan Evaluasi

Pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilandasi dengan motivasi dan kesungguhan serta kejujuran dari para pelakunya. Untuk itu, maka dalam monitoring dan evaluasi diperlukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Objektif dan Profesional
Berdasarkan prinsip tersebut, maka monitoring dan evaluasi harus dilandasi dengan analisis data yang akurat dan lengkap sehingga menghasilkan penilaian yang obyektif sehingga dapat memberikan masukan yang tepat pada kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2) Transparan
Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dari hasil monitoring dan evaluasi.
3) Berbasis pada indikator kinerja
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada indikator dan kriteria baik masukan, proses luaran, manfaat dan dampak.
4) Akuntabel
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal.
5) Partisipatif
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif dari pelaku penanggulangan kemiskinan termasuk masyarakat miskin itu sendiri.
6) Tepat waktu
Untuk menilai keberhasilan maka monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
7) Berkesinambungan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan demikian akan dapat dipergunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan kabijakan.


6.2.    Mekanisme, Prosedur Monitoring Dan Evaluasi

1) Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan yakni diperoleh dari :
a. Hasil laporan rutin dari Dinas atau Instansi pelaksana kebijakan program. 
b. Hasil pendataan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS).
c. Hasil penelitian dari Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Data tersebut akan dapat dipergunakan sebagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

2) Pelaporan
Pelaporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi kemiskinan secara nyata dan kinerja kebijaksanaan  program secara obyektif dan sistematik. Laporan yang diperoleh perlu dikonsolidasikan agar komprehensif dan lengkap. Untuk hal tersebut maka komite penanggulangan kemiskinan daerah menggabungkan monitoring dan evaluasi dari pemerintah dan non pemerintah dan dilengkapi dengan rekomendasi kebijakan untuk merespon kondisi kemiskinan dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan dinas terkait.

3) Diseminasi
Hasil laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan perlu didiseminasikan kepada para pengambil keputusan, media massa dan masyarakat luas melalui saluran informasi seperti media cetak, media elektronik dan media komunikasi lain yang mudah diakses oleh publik.

4) Manfaat dan Tindak Lanjut
	Adapun manfaat monitoring dan evaluasi yakni adanya temuan baru yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan  antara lain :
(1) Sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
(2) Untuk mengadakan sinkronisasi antara kebijakan dan program.
(3) Meningkatkan keterbukaan.
(4) Sebagai pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
			
Sedangkan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan yakni adanya pembahasan antara dinas terkait  dengan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menanggapi laporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Dan selanjutnya untuk diadakan reorientasi perencanaan dari penanggulangan kemiskinan, serta dikeluarkannya kebijakan dan bentuk keputusan untuk meneruskan atau menghentikan sementara ataupun membatalkan sesuatu kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.


6.3. Organisasi dan Lembaga

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi KPK-D membentuk program kerja yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur pelaksanaan pembangunan dengan keanggotaan yang berimbang dan dengan kewenangan yang luas serta dukungan anggaran yang memadai. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh masing-masing Dinas/Instansi pelaku penanggulangan kemiskinan. Disamping hal tersebut, maka monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara independen oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian maupun organisasi profesi. Adapun hasil monitoring dan evaluasi dibahas bersama-sama sehingga menjadi laporan yang komprehensif.


6.4. Sistem Perencanaan dan Penganggaran 

Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran nasional, maka sistem perencanaan dan penganggaran diperlukan agar masalah penanggulangan kemiskinan mendapat dukungan yang memadai dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan. Oleh karena itu siklus monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan harus menyesuaikan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Sedangkan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan diperlukan berbagai upaya sebagai berikut:
a) Membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. 
b) Melaksanakan pengumpulan pengolaan dan penyajian informasi secara reguler dengan memperhatikan pemenuhan dasar hak-hak masyarakat miskin. 
c) Mengembangkan standarisasi indikator, variabel dan data yang relevan dengan kondisi dan tingkat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. 
d) Melakukan survai secara reguler tentang tingkat kepuasan penerima layanan. 
e) Melakukan tindak lanjut terjhadap hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan monitoring.







































BAB VII
PENUTUP


Penduduk miskin di Kabupaten Kudus masih relatif tinggi. Hal ini merupakan masalah yang harus dipecahkan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kudus. Oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan strategi, kebijakan dan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Berawal dari pemahaman tersebut, maka perlu disusun buku acuan sebagai pedoman dalam membuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

SPKD merupakan pedoman dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus, oleh karena itu SPKD ini disusun secara garis besarnya saja. Adapun peranan dari SPKD ini adalah untuk menyatukan arah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus. Penyatuan arah yang dimaksud adalah dalam hal strategi yang ditempuh, yakni melalui dua grand strategy dan empat pilar penanggulangan kemiskinan.

Dua grand strategy yang dimaksud adalah:
1. Peningkatan pendapatan penduduk miskin.
2. Pengurangan pengeluaran penduduk miskin.

Dari dua grand strategy ini, dioperasionalkan melalui empat pilar strategi antara lain:
1. Perluasan kesempatan kerja.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas SDM.
4. Perlindungan sosial.

Penyusunan SPKD dalam garis besar ini dimaksudkan agar dalam operasional program lebih fleksibel sesuai dengan kondisi kemampuan, yang diharapkan menjadi strategi yang terintegrasi efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pada tahun-tahun mendatang jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dapat diturunkan secara signifikan.



Lampiran tabel 1.: Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan Kecamatan di Kaliwungu

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ KK

	1
	Blimbing Kidul
	498

	2
	Banget
	515

	3
	Setro kalangan
	391

	4
	Garung Kidul
	219

	5
	Kedungdowo
	892

	6
	Gamong
	355

	7
	Sidorekso
	708

	8
	Papringan
	576

	9
	Kaliwungu
	458

	10
	Mijen
	706

	11
	Karangampel
	696

	12
	Garung lor
	530

	13
	Prambatan Lor
	736

	14
	Prambatan Kidul
	386

	15
	Bakalan Krapyak
	507

	
	Jumlah
	8173




Lampiran tabel 2 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Kota

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran
(RTS)/ KK

	1
	Purwosari
	450

	2
	Janggalan 
	172

	3
	Demangan
	109

	4
	Sunggingan
	371

	5
	Panjunan
	179

	6
	Wergu Kulon
	242

	7
	Wergu Wetan
	304

	8
	Mlati Kidul
	185

	9
	Mlati Norowito
	290

	10
	Mlati Lor
	285

	11
	Nganguk
	173

	12
	Kramat
	241

	13
	Demaan
	348

	14
	Langgardalem
	150

	15
	Kauman
	20

	16
	Damaran 
	118

	17
	Kerjasan
	65

	18
	Kajeksan
	216

	19
	Krandon
	273

	20
	Singocandi
	369

	21
	Glantengan
	96

	22
	Barongan
	153

	23
	Kaliputu
	224

	24
	Burikan 
	204

	25
	Rendeng
	210

	 
	Jumlah
	5447




Lampiran tabel 3 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Jati

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/KK

	1
	Tanjung Karang
	327

	2
	Jetis Kapuan
	319

	3
	Loram Kulon
	702

	4
	Jati Wetan
	436

	5
	Jati Kulon
	511

	6
	Pasuruan Lor
	812

	7
	Pasuruan Kidul
	277

	8
	Ploso
	380

	9
	Getas Pejaten
	714

	10
	Loram Wetan
	745

	11
	Jepang Pakis
	759

	12
	Megawon
	517

	13
	Tumpang Krasak
	405

	14
	Ngembal Kulon
	446

	 
	Jumlah
	7350



Lampiran tabel 4 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Undaan

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/KK

	1
	Wonosoco
	139

	2
	Lambangan
	407

	3
	Kalirejo
	674

	4
	Medini
	819

	5
	Sambung
	340

	6
	Kutuk
	1025

	7
	Glagahwaru
	475

	8
	Undaan Kidul
	747

	9
	Undaan Tengah
	339

	10
	Karangrowo
	613

	11
	Larikrejo
	92

	12
	Undaan Lor
	667

	13
	Wates 
	109

	14
	Ngemplak
	355

	15
	Terangmas
	190

	16
	Berugenjang
	133

	 
	Jumlah
	7124


Lampiran tabel 5 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Mejobo

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/KK

	1
	Gulang
	615

	2
	Jepang
	1056

	3
	Payaman
	472

	4
	Kirig
	473

	5
	Temulus
	519

	6
	Kesambi
	764

	7
	Jojo
	402

	8
	Hadiwarno
	504

	9
	Mejobo
	741

	10
	Golantepus
	558

	11
	Tenggeles
	415

	 
	Jumlah
	6519




Lampiran tabel 6: Jumlah Rumah Tangga SasaranVerifikasi Hsil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Jekulo

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/KK

	1
	Sadang 
	235

	2
	Bulung Cangkring
	1096

	3
	Bulung Kulon
	746

	4
	Sidomulyo
	331

	5
	Gondoharum
	786

	6
	Terban
	560

	7
	Pladen
	501

	8
	Klaling
	698

	9
	Jekulo
	791

	10
	Hadipolo
	952

	11
	Tanjungrejo
	840

	 12
	 Honggosoco
	845

	 
	Jumlah
	8381







Lampiran tabel 7 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Bae

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ KK

	1
	Peganjaran 
	621

	2
	Panjang
	276

	3
	Purworejo
	138

	4
	Bacin
	418

	5
	Pedawang
	321

	6
	Dersalam
	530

	7
	Ngembalrejo
	891

	8
	Karangbener
	669

	9
	Gondangmanis
	902

	10
	Bae
	645

	 
	Jumlah
	5411





Lampiran tabel 8 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hsil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Gebog

	No
	Desa/kelurahan
	jumlah RT penerima BLT

	1
	Getasrabi
	1082

	2
	Klumpit
	1007

	3
	Gribig
	412

	4
	Karangmalang
	687

	5
	Padurenan
	415

	6
	Besito
	702

	7
	Jurang
	989

	8
	Gondosari
	1389

	9
	Kedungsari
	1143

	10
	Menawan 
	700

	11
	Rahtawu
	659

	 
	Jumlah
	9185








Lampiran tabel 9 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran Verifikasi Hasil PPLS Tahun 2011 Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Dawe

	No
	Desa/kelurahan
	Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ KK

	1
	Samirejo
	447

	2
	Cendono
	877

	3
	Mangorejo
	1139

	4
	Rejosari
	708

	5
	Kandangmas
	1410

	6
	Lau
	1118

	7
	Piji
	848

	8
	Puyoh
	547

	9
	Soco
	256

	10
	Ternadi
	177

	11
	Kajar
	486

	12
	Cranggang
	768

	13
	Tergo
	565

	15
	Glagah Kulon
	240

	16
	Dukuhwaringin
	191

	17
	Kuwukan
	238

	18
	Colo
	269

	19
	Japan
	485

	 
	Jumlah
	10769






















	Lampiran tabel 10  : STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN  
                                     KEMISKINAN TAHUN 2011

	
	
	
	
	
	

	PROGRAM                                    
	: RASKIN
	
	
	

	DINAS/INSTANSI
	
: KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
Tahun  : 2011

	
	
	
	
	
	

	NO
	KEC
	DESA
	BENTUK/SASARAN
	JUMLAH (Kg)
	KET

	
	
	
	PROGRAM (RTS)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	JATI
	14
	3.452
	621.360
	   RTS = Rumah

	 
	 
	 
	 
	 
	 Tangga Sasaran

	2
	BAE
	10
	2.751
	495.180
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	GEBOG
	11
	4.136
	744.480
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KALIWUNGU
	15
	3.480
	626.400
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	DAWE
	18
	6.036
	1.086.480
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	JEKULO
	12
	5.386
	968.240
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	UNDAAN
	16
	4.597
	827.460
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	MEJOBO
	11
	2.648
	476.640
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	KOTA
	25
	3.034
	546.120
	 

	JUMLAH
	35.502
	6.392.360
	 













	Lampiran tabel  11  : STRATEGI    PELAKSANAAN     PROGRAM     PENANGGULANGAN 
                                      KEMISKINAN TAHUN 2012

	
	
	
	
	
	

	PROGRAM                                    
	: RASKIN
	
	
	

	DINAS/INSTANSI
	
: KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
Tahun  : 2012

	
	
	
	
	
	

	NO
	KEC
	DESA
	BENTUK/SASARAN
	JUMLAH (Kg)
	KET

	
	
	
	PROGRAM (RTS)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	JATI
	14
	4.198
	762.66
	   RTS = Rumah

	 
	 
	 
	 
	 
	 Tangga Sasaran

	2
	BAE
	10
	2.171
	466.845
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	GEBOG
	11
	5.453
	1.056.960
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	UNDAAN
	16
	5.526
	924.12
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	KOTA
	25
	2.363
	511.11
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	MEJOBO
	11
	3.675
	639.6
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	DAWE
	18
	8.656
	1.348.920
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	KALIWUNGU
	15
	5,500
	1.004.775
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	JEKULO
	12
	6.084
	1.182.780
	 

	JUMLAH
	43.626
	7.897.770
	 













Lampiran tabel 12  : Pelaksanaan Program Penanggulangan kemiskinan Tahun   
                                  2011 – 2013
Bidang 		: Infrastruktur Dasar
Dinas/ Instansi		: Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Indikator		: 1. Perkembangan harga beras 
                                      2. Perkembangan harga bahan kebutuhan pokok utama

	NO
	SUB.INDIKATOR
	SATUAN
	TAHUN

	
	
	
	2011
	2012

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
	Harga Beras
Harga Gula Pasir
Harga Minyak Goreng
Harga Margarine
Harga Telur
Harga Susu
Harga Daging Ayam
Harga Daging Sapi
Harga Jagung
Harga Garam Yodium
	Kg
Kg
Kg

Kg
Kg/600 g
Kg
Kg
Kg
1/buah
	Rp 7.000
Rp 9.500
Rp 9.100
-
Rp 13.300
Rp 48.500
Rp 23.700
Rp 56.300
Rp   3.600
Rp      200
	Rp 6.950
Rp 11.200
Rp 11.000
-
Rp 15.200
Rp 62.500
Rp25.300
Rp 53.400
Rp   3.700
Rp      500

















Lampiran tabel 13  : Pelaksanaan Program Penanggulangan kemiskinan Tahun   
                                  2011 – 2013

Akses Air Minum PDAM Kudus

	AKSES AIR MINUM LAYAK
	
	TAHUN
	KETERANGAN

	
	
	2011
	

	
a. Persentase keluarga memiliki  
    akses Air Minum Layak

b  Jumlah Keluarga memiliki 
    akses Air Minum Layak

c  Jumlah Keluarga

	
%


KK


KK
	
19.56


25.102


128.326
	(audit BPKP)






























Lampiran tabel 14  : INDIKATOR   STRATEGI   PELAKANAAN   PROGRAM 
                                  PENANGGULANGAN       KEMISKINAN              DINAS 
                                  KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

	No
	Indikator
	Satuan
	2011

	1
	2
	3
	4

	II
	Kesehatan
	
	

	2.1
	Angka Kematian Bayi
	
	

	
	2.1.1.
	
	Angka Kematian Bayi
	1000
Kelahiran
hidup
	5,6

	
	2.1.1.1.
	
	Jumlah Kematian Bayi
(<1 tahun)
	Jiwa
	63

	
	2.1.1.2.
	
	Jumlah kelahiran hidup
	Kelahiran
	15.429

	2.2
	Angka Kematian Balita
	
	

	
	2.2.1.
	
	Angka Kematian Balita
	1000
Kelahiran
hidup
	7,1

	
	2.2.1.1.
	
	Jumlah Kematian Balita
(<5 tahun)
	Jiwa
	112

	
	2.2.1.2.
	
	Jumlah kelahiran hidup
	100.000
Kelahiran
	15.429

	2.3
	Angka Kematian Ibu Melahirkan
	
	

	
	2.3.3.
	
	Angka Kematian Ibu Melahirkan
	100.000
Kelahiran
	103,7

	
	2.3.3.1
	
	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
	Jiwa
	16

	
	2.3.3.2.
	
	Jumlah Ibu Bersalin
	Jiwa
	16.400

	2.4
	Angka Balita Kekurangan Gizi
	
	

	
	2.4.1
	
	Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk
	%
	5,96

	
	2.4.1.1
	
	Jumlah Balita Gizi Kurang
	Jiwa
	384

	
	2.4.1.2
	
	Jumlah Balita Gizi Buruk
	Jiwa
	3,482

	
	2.4.1.3.
	
	Jumlah Balita yang diukur/ditimbang
	Jiwa
	58.457

	2.5.
	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
	
	

	
	2.5.1
	
	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan



	%
	94,50

	
	2.5.1.1
	
	Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
	Jiwa
	15.492

	
	2.5.1.2.
	
	Jumlah ibu bersalin
	Jiwa
	16.400

	2.6
	Pelayanan Ante Natal
	
	

	
	2.6.1.
	
	Presentase pelayanan ante natal (K4)
	%
	94,50

	
	2.6.1.1.
	
	Jumlah pelayanan ante natal(K4)
	Jiwa
	16.451

	
	2.6.1.2.
	
	Jumlah Ibu Hamil
	Jiwa
	17.162

	2.7
	Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan KB Memadai
	
	

	
	2.7.1.
	
	Presentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi akseptor KB
	%
	0,78

	
	2.7.1.1.
	
	Jumlah Peserta KB baru
	Jiwa
	20,980

	
	2.7.1.1.1
	
	Peserta KB baru Perempuan (P)
	Jiwa
	20,880

	
	2.7.1.1.2.
	
	Peserta KB baru Laki-laki (L)
	Jiwa
	100

	
	2.7.1.2.
	
	Jumlah pasangan usia subur
	pasangan
	137.660

	
	2.7.2.
	
	Cakupan KB aktif
	%
	78,80%

	
	2.7.2.1.
	
	Jumlah peserta kb aktif
	Pasangan
	108.506

	
	2.7.3
	
	Unmeet Need KB
	%
	2.910

	
	2.7.3.1
	
	Jumlah PUS yang tidak ingin punya anak tetapi tidak memakai alat kb
	pasangan
	29.104

	
	2.7.4.
	
	Drop Out (DO) KB
	
	

	
	2.7.4.1.
	
	Jumlah Drop Out (DO) KB Perempuan (P)
	jiwa
	1.628

	
	2.7.4.2.
	
	Jumlah Drop Out (DO) KB Laki-laki (L)
	jiwa
	542

	2.8
	Balita dengan Imunisasi Lengkap
	
	

	
	2.8.1.
	
	Presentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
	%
	98,50

	
	2.8.1.1.
	
	Jumlah balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
	Jiwa
	15.521

	
	2.8.1.2.
	
	Jumlah balita
	jiwa
	66.357

	2.9.
	Jaminan Kesehatan penduduk Miskin
	
	

	
	2.9.1.
	
	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesda
	jiwa
	127.653

	
	2.9.2.
	
	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkes-nas
	Jiwa
	27.399

	
	2.9.3
	
	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesmas-nas
	%
	100

	
	2.9.4.
	
	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesda
	%
	100

	
	2.9.5.
	
	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesmas dan jamkesda
	%
	100

	2.10
	Sumber daya kesehatan
	
	

	
	2.10.1.
	
	Tenaga ksehatan
	
	

	
	2.10.1.1.
	
	Jumlah Desa
	Desa
	132

	
	2.10.1.2.
	
	Rata-rata Dokter per Puskesmas
	
	3,5

	
	2.10.1.3
	
	Rata-rata bidan per desa
	
	1,73

	
	2.10.1.4.
	
	Rata-rata PKD per Desa
	
	0,71

	
	2.10.1.2
	
	Jumlah Dokter
	Orang
	258

	
	2.10.1.2.1
	
	Dokter Spesialis
	Orang
	73

	
	2.10.1.2.2
	
	Dokter Umum
	Orang
	157

	
	2.10.1.2.3.
	
	Dokter Gigi
	Orang
	28

	
	2.10.1.3
	
	Bidan
	Orang
	442

	
	2.10.1.4.
	
	Perawat
	Orang
	1.052

	
	2.10.1.5.
	
	Tenaga Gizi
	Orang
	32

	
	2.10.1.6
	
	Tenaga Farmasi
	Orang
	131

	
	2.10.1.7.
	
	Tenaga Kesehatan Masyarakat
	Orang
	44

	
	2.10.1.8.
	
	Tenaga Teknis Medis
	Orang
	100

	
	2.10.1.9
	
	Tenaga sanitasi
	Orang
	16

	
	2.10.2.
	
	Sarana Kesehatan
	
	

	
	2.10.2.1.
	
	Jumlah rumah sakit umum
	unit
	7

	
	2.10.2.1.1.
	
	RS. Departemen Kesehatan
	unit
	-

	
	2.10.2.1.2
	
	RS. Provinsi
	unit
	-

	
	2.10.2.1.3
	
	RS. Kabupaten/Kota
	unit
	1

	
	2.10.2.1.4
	
	RS. TNI/POLRI
	unit
	1

	
	2.10.2.1.5
	
	RS. Swasta
	unit
	8

	
	2.10.2.2.
	
	Puskesmas
	unit
	19

	
	2.10.2.3.
	
	Puskesmas rawat inap
	unit
	6

	
	2.10.2.4.
	
	Puskesmas pembantu
	unit
	42

	
	2.10.2.5
	
	Puskesmas keliling
	unit
	19

	
	2.10.2.6
	
	Jumlah Desa Siaga
	desa
	132

	
	
	
	
	
	

	
	2.10.2.7
	
	Jumlah PKD
	unit
	93

	
	2.10.2.8
	
	Jumlah polindes
	unit
	73

	
	2.10.2.9
	
	Jumlah posyandu
	unit
	777

	
	2.10.2.10
	
	Jumlah rumah bersalin
	unit
	13

	IV
	INFRASTRUKTUR DASAR

	4.1
	Akses sanitasi layak

	
	4.1.1.
	
	Persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak
	%
	74,07

	
	4.1.1.1.
	
	Jumlah keluarga memiliki sanitasi layak
	KK
	105.172

	
	4.1.1.2.
	
	Jumlah keluarga
	KK
	141.984
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